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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum
Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[footnoteRef:1] Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.[footnoteRef:2] [1: Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum, melalui http://id.linkedin.com , diakses pada tanggal 8 April 2026 Pukul 14.32 Wib.]  [2: Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, (2024), hlm. 318-319.] 

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu:[footnoteRef:3] [3: Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusa Media, Bandung, (2020), hlm.140.] 

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.
Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni liability (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan responsibility (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability. Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.[footnoteRef:4] [4: Azheri, Corporate Social Responbility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2021), hlm. 54.] 

2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum
Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:
a. Pertanggungjawaban Hukum Perdata
Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu maka dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.[footnoteRef:5] Dari ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.[footnoteRef:6] [5: Komang Adi Utama Putra, Pertanggungjawaban Perdata Bagi Pelaku Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Era Digital, Jurnal Demokrasi, Vol. 1, No. 4, (2024), hlm. 31.]  [6: Dwi Alfianto, dkk, Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal JPM, Vol. 4, No. 6, (2024), hlm. 496.] 

Sedangkan pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[footnoteRef:7] [7: Kiki Nitalia Hasibuan, Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus MisSelling, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2011), hlm. 22.] 

1) Unsur Perbuatan. Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).
2) Melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.
3) Adanya kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selanjutnya dapat ditemukan pedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.
4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dalam perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga dapat dimaknai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi (scade) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata yang berbunyi biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga.[footnoteRef:8] [8: M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, (2023),  hlm. 448.] 

Tanggung jawab dalam arti hukum, ialah tangung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat merugikan konsumen termasuk kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Dari uraian tesebut, maka prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.[footnoteRef:9] [9: Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT.Grasindo, Jakarta, (2020), hlm. 58. ] 

Secara umum, prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dibedakan sebagai berikut:[footnoteRef:10] [10: Ibid., hlm. 72-79. ] 

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian.
Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.
2) Prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability).
Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada risk liability. Dalam risk liability, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu. 
3) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle) sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
4) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. 
Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.
5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. 
Prinsip tanggung jawab ini dianggap sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.
b. Pertanggungjawaban Hukum Pidana
Pertanggungjawaban hukum pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, dan juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai toereken-baarheid, “criminal reponsibilty,” “criminal liability,” pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.[footnoteRef:11] [11: Daud Hidayat Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2023), hlm. 14.] 

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.[footnoteRef:12] [12: Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, (2019), hlm. 59.] 

B. Tinjaun Umum Tentang Pelaku Perantara
1. Pengertian tentang Pelaku Perantara
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses dari laman resmi Kementerian Pendidikan Nasional, perantara adalah orang menjadi calo dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar.[footnoteRef:13] Perantara adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Dalam tulisan ini perantara yang dimaksud adalah perantara yang menyampaikan narkotika kepada orang yang dituju. Perantara narkotika adalah orang yang mengantar atau menjemput narkotika dari suatu tempat untuk diserahkan kepada seseorang atau suatu tempat di Indonesia. Yang dikualifikasi sebagai pembawa atau pengantar (perantara) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengedar adalah orang yang mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.[footnoteRef:14] [13: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), melalui https://kbbi.web.id/narkotik, diakses pada tanggal 9 Oktober 2025 pukul 07:05 Wib.]  [14: Widyarsono A.S, Menumpas Bandar Menyongsong Fajar, PT Prenada, Jakarta, (2023), hlm. 42.] 

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran undang-undang, baik sebagai perantara dalam peredaran atau jual beli narkoba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perantara didefinisikan sebagai individu yang melakukan penyalahgunaan narkoba dengan bertindak sebagai pengantar atau menjemput narkoba untuk diserahkan kepada individu tertentu.[footnoteRef:15] [15: Mohanis, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kurir Narkotika dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor 139/Pid.B/2010/PN.Kbm, Jurnal Block Caving Vol. 21, No. 1, (2015), hlm. 3.] 

Dalam tindak pidana narkotika, peran perantara sangat penting, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Perantara biasanya disebut sebagai calo narkotika, dan menurut KBBI, perantara adalah orang yang menjadi penengah dalam perselisihan atau dapat menjadi penghubung dalam perundingan jual beli dan sebagainya.[footnoteRef:16] [16: Ibid. ] 

Perantara dalam jual beli narkotika bertindak sebagai penghubung antara bandar atau penjual dengan pembeli atau pengguna narkotika baik secara langsung maupun melalui sistem jaringan. Perantara dalam pengedaran narkotika tidak selalu memiliki akses langsung terhadap barang dalam jumlah besar, tetapi memiliki peran penting dalam memastikan distribusi narkotika dari pejual kepada pembeli. Peran perantara dalam jaringan transaksi narkotika seringkali tidak terlihat secara kasatmata, namun menjadi kunci dari sistem operasional yang rapi dan sulit dilacak. Perantara dalam peredaran narkotika biasanya bekerja di balik layar namun justru menjadi elemen kunci dari sistem peredaran narkotika yang tertata rapi dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.[footnoteRef:17] [17: Novia Nanda Pertiwi, Kajian Kriminologi Peran Perantara dalam peredaran narkortika jenis sabu di Kabupaten Bangka Tengah, Jurnal Pagaruyung, Vol. 9, No. 1, (2025), hlm. 232. ] 

2. Peraturan tentang Pelaku Perantara
Dalam sistem hukum Indonesia, pelaku yang terbukti menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika narkotika golongan I seperti sabu dapat dijerat dan dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi yang berbeda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai). 
Berikut diuraikan satu-persatu sanksi pidana bagi perantara transaksi/jual beli narkotika:
1. Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan 1 menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar). 
2. Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yang rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).”  beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, “pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua pluluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
3. Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan II menurut Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar)”.
4. Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “pelaku dipidana derngan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
5. Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan III adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III menurut Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
6. Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, “pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.[footnoteRef:18] [18: Pengertian-Perantara-Dalam-Transaksi-Jual-Beli-Narkotika, melalui http//Hukum Online.com, diakses pada tanggal 9 Oktober 2025 pukul 10:17 Wib.] 


C. Tinjauan Umum Narkotika
1. Pengertian Narkotika
Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi siapapun yang menggunakannya dengan cara memasukan ke dalam tubuh, pengaruhnya berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau munculnya khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang dapat diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk digunakan bagi pengobatan kepentingan manusia seperti bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain sebagainya.[footnoteRef:19] [19: Oktir Nebi, “Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat”, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 3, No. 1, (2018), hlm. 81-88.] 

Sehubungan dengan pengertian dari narkotika, Sudarto dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana, menjelaskan bahwa istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani “narki” yang artinya terbius sehingga tidak bisa merasakan apa-apa.[footnoteRef:20] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkotika adalah suatu obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan perasaan mengantuk, dan juga merangsang (contohnya seperti opium, ganja).[footnoteRef:21] [20: Ibid., hlm. 84.]  [21: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), melalui https://kbbi.web.id/narkotik, diakses pada tanggal 9 Oktober 2025 pukul 1:40 Wib.] 

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang asalnya dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis atau semi sintesis yang dapat menimbulkan efek penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat mengakibatkan ketergantungan.[footnoteRef:22] [22: Sumarlin Adam, “Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat,” Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol. 1, No. 1, (2012), hlm. 1–8.] 

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa narkotika sendiri ialah zat-zat atau bahan yang bersifat adiktif atau dapat menimbulkan kecanduan apabila dipergunakan sembarangan atau tanpa pengawasan pihak yang berwenang.
Di Negara Indonesia sendiri, aturan hukum yang membahas mengenai tindak pidana menjual narkotika terutama Narkotika Golongan I tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Dijelaskan pula dalam ayat (2) yang berbunyi, Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).[footnoteRef:23] [23: Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, Sekretariat Negara RI, Jakarta, (2019).] 

Istilah “tindak pidana” adalah terjemahan dari strafbaarfeit. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Tindak pidana sendiri dapat disinonimkan dengan “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.[footnoteRef:24] [24: Neni Sri Imaniyanti dan Panji Adam, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, (2019), hlm. 164.] 

Menurut Pompe, tindak pidana (strafbaarfeit) ialah suatu pelanggaran norma yang tak hanya diperbuat dengan sengaja, tetapi juga dapat dilakukan secara tidak sengaja. Sebagai contoh, dalam Pasal 338 KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat dilihat dalam Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya, menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.[footnoteRef:25] [25: Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, (2016), hlm. 98.] 

Di negara Belanda sendiri menggunakan istilah feit dengan mempertimbangkan alasan yaitu istilah tersebut tidak hanya meliputi perbuatan (handelen), namun juga pengabaian (nalaten). Penggunaan istilah feit disana juga dikritik oleh Van der Hoeven, karena ia berpendapat bahwasanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan feit tersebut. Sependapat dengan itu, Van Hamel memberikan usulan istilah strafwaarding feit (strafwaarding memiliki arti patut dipidana). Maka dari itu, Hazewinkel-Suringa menyebutkan istilah delict kurang dipersengketakan, hanya karena istilah straafbarfeit telah biasa digunakan.[footnoteRef:26] [26: Jur. Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, (2017), hlm. 88.] 

Dari penjelasan para ahli pidana, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tindak pidana (strafbaarfeit) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan telah ditetapkan sebelumnya sehingga sebagai akibatnya, dapat menimbulkan kerugian yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dijatuhi hukuman atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Kejahatan narkotika termasuk ke dalam jenis kejahatan transnasional karena kejahatan tersebut terjadi melampaui batas-batas wilayah suatu negara, seperti jaringan atau sindikat dari luar negeri yang memasukkan narkotika ke wilayah Indonesia.[footnoteRef:27] [27: Chartika Junike Kiarking, “Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 1, (2017), hlm. 106-114.] 

Tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebut sebagai tindak pidana adalah: produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, kejahatan terorganisasi. Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa ”tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika”.
Maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa apabila narkotika digunakan secara proporsional artinya menurut asas kemufakatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila narkotika dipergunakan dengan maksud-maksud lain dari pada itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.[footnoteRef:28] [28: Syukur Kurniawan Gulo, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, (2012), hlm. 12-13.] 

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur unsur-unsur tindak pidana narkotika, antara lain:
Pasal 111 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongana 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar).
(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 111 tersebut adalah:
a. Setiap orang;
b. Tanpa hak dan melawan hukum;
c. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan.
Pasal 112
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 112 tersebut adalah:
1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I.
Pasal 113 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 113 tersebut adalah:
a. Setiap orang.
b. Tanpa hak atau melawan hukum.
c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.
Pasal 114
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 114 tersebut adalah:
a. Setiap orang;
b. Tanpa hak atau melawan hukum;
c. Menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;
d. Narkotika Golongan I.[footnoteRef:29] [29: Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, Sekretariat Negara RI, Jakarta, (2019).] 

2. Jenis-Jenis Narkotika
Jenis Narkoba berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkoba alami, semi sintesis dan narkoba sintesis.
a. Narkoba alamai 
Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami. 
1) Ganja 
Ganja merupakan tumbuhan yang bersumber dari jenis tanaman cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis americana. Tanaman tersebut termasuk dari jenis urticaceae atau moraceae. Tanaman canabis merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh dan dirawat serta mudah tumbuh di daerah tropis dan beriklim sedang. Dari ketiga jenis ganja tersebut, masing-masing mempunyai jumlah kandungan THC yang beragam. Misalnya, cannabis indica mengandung THC paling tinggi, seterusnya cannabis sativa, dan kandungan terendah adalah jenis ganja cannabis ruderalis. Kandungan THC tersebut yang mengakibatkan seseorang akan mengalami psikoaktif yang membahayakan.[footnoteRef:30] [30: Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Rajawali Perss, Jakarta, (2020), hlm. 84. ] 

2) Opium
Narkotika ini berasal dari tanaman yang dikenal dengan nama Papaver Somniferum. Bagian yang digunakan adalah getah yang diambil dari buah tanaman tersebut. Candu atau opium termasuk golongan depresan yang memiliki efek hipnotik dan penenang (tranquilizer). Zat ini bekerja dengan merangsang sistem saraf parasimpatik dan dalam bidang medis digunakan sebagai analgesik atau penghilang rasa sakit yang kuat.[footnoteRef:31] [31: Moh. Taufik Makarao dkk, Tindak Pidana Narkotika, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, (2023), hlm. 22. ] 

b. Narkoba Semi Sintesis
Narkotika semi sintetis merupakan zat yang berasal dari bahan alami namun telah diproses secara kimia untuk memperkuat efek farmakologisnya. Morfin adalah salah satu contoh dari golongan ini, yang diekstraksi dari opium dan meskipun memiliki manfaat medis, tetap berisiko tinggi untuk disalahgunakan.[footnoteRef:32] Salah satu contoh jenis narkotika semi sintesis, yaitu Morphine. Morphin berasal dari bahasa Yunani “Morpheus” yang diambil dari salah satu nama dewa Yunani yang berarti mimpi. Morfin adalah alkaloid analgesik yang berasal dari opium yang mempunyai pengaruh sangat kuat. Umumnya, morfin berasal dari kandungan opium sebanyak 10%. Morfin dihasilkan dari proses pengolahan opium dari jenis candu mentah. Morfin merupakan alkaloid utama (C₁₇H₁₉NO₃) yang diperoleh dari opium. Secara fisik, morfin berbentuk serbuk halus berwarna putih dengan rasa yang pahit, namun juga tersedia dalam bentuk cair berwarna. Penyalahgunaan morfin dapat menyebabkan ketergantungan fisik pada penggunanya.[footnoteRef:33] [32: Ibid. ]  [33: Ibid. ] 

c. Narkoba Sintesis
Adapun narkotika sintetis dibuat sepenuhnya melalui reaksi kimia di laboratorium tanpa melibatkan bahan-bahan alami. Jenis ini mencakup zat-zat seperti metamfetamin (sabu-sabu), MDMA (ekstasi), kokain, heroin, putaw, dan katinon. Kelompok ini dikenal memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi serta memberikan dampak psikoaktif yang kuat terhadap sistem saraf pusat.[footnoteRef:34] [34: Ibid., hlm. 23. ] 

D. Tinjauan Umum Penerapan Pidana
1. Pengertian Penerapan Pidana
Penerapan pidana adalah proses penjatuhan sanksi hukum pidana oleh hakim kepada pelaku perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan memberikan efek jera. Proses ini melibatkan pembuktian atas tindak pidana yang telah terjadi dan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada untuk menentukan pidana yang tepat.
Kebijakan legislasi, khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana diluar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stesel sanksinya yang telah mempergunakan double track sistem, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif.[footnoteRef:35] [35: E.Z. Leasa, Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi, Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 4, (2010), hlm. 52.] 

Penerapan pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:
“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturutturut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.[footnoteRef:36] [36: Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, (2020), hlm. 2.] 


Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.
Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:
a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang
2. Tujuan Penerapan Pidana
Di indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dala Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.[footnoteRef:37] [37: Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, (2000), hlm. 16.] 


Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:
Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: 
a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan 
c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.[footnoteRef:38] [38: P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, (1988), hlm. 23.] 


Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut:
1. Teori absolut atau Teori Pembalasan
Teori pembalasan membenarkan pemidanaaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:
a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yan besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.[footnoteRef:39] [39: A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, (2024), hlm. 145.] 


2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian/Doeltheorieen)
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaanya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya denga nmengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teoriabsolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi,agar menjadi baik kembali.[footnoteRef:40] [40: Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, (1985), hlm.153.] 

Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "quia peccatumest" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "ne peccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relatifini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.
3. Teori Gabungan (vereningingsheorieen)
Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (verenigingstheorieen). Teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:
a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.[footnoteRef:41] [41: Adami Chazawi, Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., (2018), hlm. 166.] 

E. Tinjauan Umum Pidana Mati
Hukuman mati adalah penjatuhan hukuman dengan mencabut hak untuk hidup seseorang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati berdasarkan Undang-Undang. Hukuman mati adalah pencabutan nyawa seseorang. Hukuman mati adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dan merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya.[footnoteRef:42] [42: Harab Zafrulloh, Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana, Jurnal Thengkyang Universitas Sjakhyakirti Palembang, Vol. 2, No. 1, (2019), hlm. 43.] 

Tujuan hukuman mati berdasarkan teori yang bersifat preventif-intimidatif dan yang sekaligus bersifat represif-depresif, yaitu upaya mengembalikan rasa keadilan masyarakat. Agar pelaku menjadi jera, maka harus menimbulkan rasa sakit pada dirinya dalam bentuk hukuman atau penghukuman, yang juga merupakan sebuah arahan. Hukuman mati juga mencegah kewaspadaan masyarakat terhadap penjahat. Akhirnya, hukuman mati berfungsi sebagai pelajaran agar semua anggota masyarakat tidak melakukan kejahatan.[footnoteRef:43] [43: Yon Artiono Arbaí, Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati, Grafika Mardi Yuana, Bogor, (2017), hlm. 67.] 

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman mati merupakan pidana pokok terberat, disusul pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan.[footnoteRef:44] [44: Hasanal Mulkan, Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 4, No. 1, (2019), hlm. 497.] 

Berbicara tentang pidana mati sebgaimana diatur dalam KUHP selanjutnya dituangkan dalam beberapa jenis tindak pidana sebagaimana berikut:
1. Pasal 104 KUHP yaitu Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang berbunyi “Makar dengan maksud membunuh Presiden atau wakil Presiden,atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
2. Pasal 111 Ayat (2) KUHP yaitu Membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, yang berbunyi “Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
3. Pasal 124 Ayat (3) KUHP yaitu Membantu musuh saat perang, yang berbunyi “Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat;
a. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu temapat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya; merintangi, mengalang-alangi atau menggagalkan suatu usaha untuk mengenangi air atau bangun tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.
b. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya hura-hura, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang.”
4. Pasal 140 Ayat (3) KUHP yaitu Makar terhadap Raja atau kepala-kepala negara sahabat dengan direncanakan dan berakibat maut. Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
a. Pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP : “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
b. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 365 Ayat (4) KUHP : “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3”.
c. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 368 Ayat (2) KUHP : “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3”.
d. Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian. Pasal 444 KUHP : “Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
Ketentuan pidana diluar KUHP yang mengatur pidana mati: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pidana mati adalah pidana terberat dari semua jenis pidana pokok, sehingga hanya diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu saja. Pidana mati sifatnya eksepsional artinya pidana mati itu hanya dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan. Mengenai pengaturan Pidana Mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHPidana terdiri atas:
1. Pidana pokok :
a. pidana mati 
b. pidana penjara 
c. pidana kurungan 
d. pidana denda 
e. pidana tutupan 
2. Pidana tambahan:
a. pencabutan hak-hak tertentu
b. permapassan barangbarang tertentu
c. pengumuman putusan
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